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BUPATI BANDUNG

bahwa dalam rangka tertib pengelolaan sumber daya
air bawah tanah yany berwawasan lingkungan, perlu
adanya pembinaan pengendalian pengambilan air
bawah tanah melalui tertib perijinan, sehingga
upava pamantavan kendisi teknis dalam menunjang
tertib lonservasl air bawah tanah senantiasa
terjamin dan teratur ;

bahwa untuk mencavai maksud tersebut d4i atas,
perlu menatapkan Petunjuk Teknis Pengendalian dan
Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah di Wilayah
Kbk aten 2:ndurig, yang ditetapkan dengan
Karutusan Bupati ;

Undang--undanrg Ne,l4 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Jawa Barat (Bsrita Negara Tahun 1950) ;

Drdang-urdang No.22 Tahun 1999 tentang
Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Ne, €0, Tambzhan Lembaran Negara No.3839) ;

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Yo.34, Tuhahan TLemheran Nagara No.3952) ;

Kepittusan Manteri Fnaroi dan Sumber Daya Mineral
No.1451.K/10/MEM/200C tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraain Tugas Pemerintahan di Bidang
Pengelolaan Air Bawzh Tanah ;

Pararvuran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Bapdrna Ko.43 Tahun 1995 tentang Pengendalian
Papaambilan  Air Rawah Tanah dan Air Permukaan
(Lembaran Daerah Tahun 1996 No.2 Seri B) ;
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH DI WILAYAR KABUPATEN BANDUNG.

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan

(s

Bupati adalah Bupati Bandung ;
Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi ;

Zona Aman adalah Wilayah pengambilan air bawah
tanain pada kedalaman 40 8/d4 150 nmeter yang
berdasarkan konservasi air bawah tanah masih
dapat diambil airnya untuk berbagai keperluan
dengan batas maksimum pengambilan sebanyak
t 6.500 M3/bulan ; ’

Zona FRawan adaiah Wilayah pengambilan air
bawah tanah pada kedalaman 40 s/d 150 meter
vyang berdasarkan konservasi air bawah tanah
dapat diambil airnva untuk ksperluan air
mirium dan Rumah Tanzyga maksimum gsebanyak
+ 100 M3/bulan, sadangkan untuk keperluan
incdustri dibatasi maksimum sebanyak
+ 1.500 M3/bulan, kecuali pada kedalaman lebih
dari 150 meter, pengambilan air bawah
tanah dapat dilakukan sampai dengan
t 6.000 M3/bulan ;

u

Zena Fritis adalah Wilayah pengambilan air
bawah tanah pada kedalaman 40 s/d 150 meter
vang herdasarkan konservasi air bawah tanah
tidak diperbolehkan diambil airnya untuk
keperluan industri, kecuali pada kedalaman
akuifer lebih dari 150 meter dengan
debit pengamhilan maksimum sebanyak
+ 6.000 M3/bulan, sedangkan untuk keperluan
air minum dan Rumah Tangga pengambilan airnya
dibatasi maksimum sebanyak + 100 M3/bulan;

Zona Imbuhan adalah Wilayah Resapan air tanah
yang Dberdasarkan konservasi air bawah tanah,
tidak diperbolehkan diambil airnya untuk
berbagai peruntukan kecuali untuk air minum
dan Rumah Tangga dengan debit pengambilan
maksimum 100 M3/bulan. Untuk Kkeperluan lain
dapat dipertimbangkan setelah dilakukan
pengkajian hidrogeologi ;
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Ailr Tanah Bebas adalah air bawah tanah vyang
terdapat pada akuifer dengan kedalaman sampai
dengan 40 meatexr di hawah muka tanah setempat ;

(e}

h. Air Tanah Tertekan sdalah air hawah tanszh vang
terdapat pada akuifer dengan kedalaman antara
4¢ s/d 150 meter di pawah muka tanah setempat;

1. Sumur  Resapan adalah sumur yang dibuat untuk
nizy» Kkelilestarian air bawah tanah pada

i. Pemerikeaan adalah pelaksanaan pekerjaan Tim
untuk memeriksa kondisi sumur bor, hajk secara
fisil, administrasi maupun aspek lingkungan

.. Panataan Teknis adalah Xegiatan pendataan
dan vergevaluasian kondisi sumur bor yang
harus dijabarkan 1lebih laniut untuk bahan
pertimbangan pemherian Ijin Pengambilan Air
Bawalh Tanah (SIPA;

BADB Ti
SURYRK DAY ORYEK FENGENDALIAN
Fasal 2

(1) 9ubysk Pa2ngzndaliisn adalah  Badan Hukum/
Parorangan, vang  memanfaatlkan air hawah
tanah;

(2) Obyek Pzngendalian adalah sumur bor baik yang
Felall memilikil nmaupun vaneg belum  newmilikid
13ar

BAB III
KLASIFIKAST PENGENDALIAN PENGAMBTLAN AIR BAWAH
TANAX DI DARRAH nUNA AMAN

Eagian Pelrtama
Air Tanah Bebas

-

Pagal 3

Untuk keperluan air wminum, MCK atau Sosial dalam
rangks pa&ngendalien pengambilan air bawah tanah
Daerah Zona Aman, maka debit pengambilan air
bawah tanah sakanvak maksimal £+ 4 M3/hari
dan  li:in Fengambilarn ALy skan diproses csetelah
dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Paral 4

Untuk keperiuvan Tnduzfri Desvah Zona Aman, debit
pengambilan air bawab tanah makesimal sebanyak ¢ 8
M3/nar:, TI4in neng=mbilen a2kan diproses szelelah
Pemonon wembuat Surast pernyataan dalam jangka
waktu 2 {dua) tahun, sanggup mengganti
sumuy  dangkal dengan sumur bor dalam dan SIPA
Penertiban hanya derlaku untuk 2 (dua) tahun.
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Pasgal 5

Untuk keperluan Industri Daerah Zona Aman, debit
pengambilan air bawah tanah lebih besar dari
8 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah
Pemohen membuat Surat pernyataan dalam jangka
waktu 53 (gatu) tahun, sanggup mengganti
sumur dangkal dengan sumur bhor dalam dan SIPA
Penertiban hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Alr Bawah Tanah Tertekan
Pasal ¢

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial dan
industri Daerah Zona Aman dengan klasifikasi air
bawah tanah tertekan pada kedalaman 40 8/d 150
Meter, dengan debit pengambilan air maksimal
170 M3/hari, serta pada kedalaman 150 s8/d 3000
Meter dengan debit pengambilan air maksimal
200 M3/hari, 1I1jin pengambilan akan diproses
setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan
teknis.

Pasal 7

Untuk keperluan 1Industri Daerah Zona Aman,
dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan
pada kedalaman 150 s/d4 300 Meter, debit
pengambilan air 1lebih besar dari 200 M3/hari,
Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan
pengujian konstruksi, uji pemompaan, pemasangan
metar air dan menyatakan kesanggupan membuat
sumur resapan.

B A B 1V
KLASIFIKAST PRNGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH DI DAERAH ZONA RAWAN

Bagian Pertama
Air Bawah Tanah Bebas
Pasal 8

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial dalam
rangka pengendalian pengambilan air bawah
tanah bebas di Daerah Zona Rawan, maka debit
pengambilan air bawah tanah bebas maksimal
sebanyak * 4 M3/hari, 1Ijin pengambilan akan
diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan
penataan teknis. '

Pasal 9

Untuk keperluan Industri di Daerah Zona Rawan,
debit pengambilan air bawah tanah bebas maksimal
sebanyak t 8 M3/hari, Ijin pengambilan akan di
proses setelah Pemohon membuat pernyataan bahwa
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sanggup
mengganti sumur dangkal dengan sumur bor dalam
dan SIPA Penertiban hanya berlaku untuk 2 (dua)
tahun.
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Ragian Kedua
Air Bawah Tanah Tertekan
Pasal 10

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial Daerah
Zona Rawan dengan klaszifikasi air bawah tanah
tertekan pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan
debit pengambilan air maksimal 60 M3/hari, serta
pada  kedalaman 1539 =/4 300 Meter dengan debit
pengambilan air maksimal 180 M3/hari, 1Ijin
pengambilan akan diproses csetelah dilakukan
peneriksaan dan perataan teknis.

Pasal 11

Untulk Kkeperluan Industri Daerah Zona Rawan,
dengan klasifikasi air Dbawah tanah tertekan
pada kedalaman 4G s/d 150 Meter, dengan debit
pengambilarn air maksimal 150 M3/hari serta pada
kedalaman 130 =/2 300 Meter dengan debit
penganl:ilan air maksimal 230 M3/hari, Tjin
pengambilzan akan diproses setelah dirlakukan
pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 12

Keperluan undustri Daerzh Zona Rawan,
kizsif’kari aivr tavah tarah tertekan
kedalzman 150 s/d 300 Metar, debit
ilan air 1abih besar dari 230 M3/hari,

ngambhilan aran diprosss setelah dilakukan
2

.a_

1 vemompaan, pemasangan
K30 Kesanggupan membuat

S (AN
PI DAERAH 7ZONA KRITIS

Bagian Pertama
Air Bawah Tanah Bebas

-

Pagal 13

UntuXx xaperluan Air Minum, MCKX atau Sosial Jalam

endalian pengaiibilan air bawah
3 41 Daerah Zouna Xritis, maka debit
vengamhilan air awalh tanah bebas makzimal
sebanyak * 4 M3/hari, I3iin pengambilan akan
diproses setelah dilaikukan pemeriksaan dan
pPenataan teknis.

Pagal 14

Intulx  “epsrluan .Industri di Daerah Zona kritis,
debit pengambilan air bawah tanah bebas maksimal
sabanyak * 8 M3/hari, Tiin pengambilan akan di
prosmyg  setelah Pemohon mombuat pernyataan bahwa
dalam jangka waktu 1 . {zatu) tahun, sanggup
mer¢gant.i sumur dangkal ‘dengan sumur bor dalam
dan SIPA Penertiban hanya berlaku untuk 1 (satu)
tahun.
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Bagian Kedua
Air Bawah Tanah Tertekan

Pasal 15

Untuk keperluan Air Mirnum, MCX atau Sosial Daerah
Zona kritis dengan klasifikasi air bawah tanah
tertekan pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan
debit pengambilan air maksimal 40 M3/hari, serta
pada kedalaman 150 s/d 300 Meter dengan debit
pengambilan air makeimal 150 M3/hari, 1Ijin
pengambilan akan diprosse:s setelah dilakukan
pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 16

Untuk keperluan Industri di Daerah Zona kritis,
dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan
pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan debit
pengambilan air maksimal 109 M3/hari serta pada
kedalaman 150 s/4 390 Metar dengan dsbit
pengambilan air maksimal 200 M3/hari, Ijin
pengambilan akan diproses setelah dilakukan
pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 17

Untuk keperluan Industri Daerah Z%ona kritis,
dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan
nada kadalaman 180 g/4 200 Meter, debit
pengambilan air 1lebih besar dari 200 M3/hari,
Ijin pengambhilan akan diproses setelah dilakukan
pengujian konstruksi, uji pemompaan, pemasangan
meter air dan menyatakan kesanggupan membuat
sumur resapan.

BAB VI

KLASIFIKASI PENGRNDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAEH DI DAERAH ZONA IMBUHAN

Pasal 18

Zona Imbuhan merupakan daerah resapan air vyang
tidak untuk dikembangkan bagi berbagai
peruntukan, kecuali untuk air minum, MCK dan
Sosial dengan debit pengambilan maksimal

4 M3/hari untuk air tanah bebas dan 36 M3/hari
untuk air tanah tertekan serta Ijin pengambilan
akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan
penataan teknis.
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B AB VII
PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN AIR BAWAH TANAH
Pasal 19
(1) Untuk tertib dan terkendalinya pengambilan air bawah tanah di
Kabupaten Bandung, perlu ditangani oleh Tim Teknis yang

personilnya terdiri dari

Penanggung Jawab : Bupat i.

Ketua Umum : Sekretaris Daerah.
Ketua Harian : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertambang-

an dan Energi.

Anggota : - Unsur BAPEDALDA.
- Unsur Dinas Pertambangan dan Energi.
- Unsur Badan Pengendalian Ketentraman dan
Ketertiban.
- Unsur Bagian Hukum.
- Unsur Dinas/Instansi terkait.

(2) Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal 1ini adalah sebagai berikut

a. melakukan pemeriksaan dan penataan teknis terhadap setiap
kegiatan psngambilan air bawah tanah ;

b. melakukan pengkajian teknis dan evaluasi untuk bahan
pertimbangan teknis dalam penerbitan Surat Ijin Pengambil
an Air Bawah Tanah (SIPA) ;

¢. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Pasal 20
Pembiavaan Untuk menunjang kelancaran kegiatan Tim sebagaimana
dimaksua pada Pasal 19 Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
B AB VIII
S ANKSGSI
Pasal 21
(1) Setiap Badan Usaha dan atau perorangan yang melakukan
pengambilan air bawah tanah, harus memenuhi ketentuan
persyaratan perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Bandung ;

(2) Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan ini, akan

dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian
oleh Ketua Tim.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Spreang
pada tanggal 31 Agustus 2001,

ﬁfp uU. P A TI1 BANDWUN G{i
P R e

Diundangkan 4i Sorean
“pada tanggal 31 %qustus 2001,

KABUPATEN BANDUNG 17/

/

A

~LEMBAR5N DAERAH XABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
\ BAGIAN HUKUM,
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